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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Diklat Kota Lubuklinggau

TEEFSTAFSIVATTET YATES .
PREEEEIRINIFLEISEECTER

(£ 222231 K'I!!!E(?t!!itl‘l -

Gambar 4.1
Gedung Bandiklat Kota Lubuklinggau
Seiring dengan perkembangan Kota Lubuklinggau yang semakin maju,
tuntutan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terutama
dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mendesak, dan tentunya hal ini
menyebabkan tugas dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau
semakin berat, karena harus melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

dengan intensitas yang tinggi.

Berdasaran hal tersebut diatas, timbul pemikiran bahwa di Kota
Lubuklinggau sangat perlu dibentuk suatu Badan (lembaga teknis daerah) yang

khusus menangani kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Maka guna melengkapi
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lembaga  tehnis daerah tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(Lembaga Teknis daerah), ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005,
Tanggal 26 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan yang sebelumnya merupakan Bidang Diklat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau. Keterbatasan pendanaan
yang berasal dari APBD membuat para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan
dan pelatihan Kota Lubuklinggau berfikir keras untuk melakukan terobosan dalam
manajemen keuangan. Kemudian, BLUD Bandiklat Kota Lubuklinggau berdiri
pada tahun 2009 sebagai suatu strategi mengurangi ketergantungan kegiatan
terhadap anggaran APBD sekaligus sebuah keinginan untuk berkontribusi dalam
penerimaan anggaran. Selain itu, dengan penerapan pola BLUD diharapkan
Bandiklat Kota Lubuklinggau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga diklat yang
melayani kepentingan pengembangan kompetensi aparatur semata, namun BLUD
Bandiklat Kota Lubuklinggau juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat

melayani diklat non aparatur dan pelayanan lain (sewa ruang dan gedung).

Pembentukan BLUD Bandiklat ini adalah upaya pemerintah Kota
Lubuklinggau untuk berinovasi dalam rangka penguatan dan perluasan fungsi
kelembagaan sekaligus dapat bermanfaat bagi daerah pada sektor pemasukan
dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Pada bentuk yang lebih luas BLUD
Bandiklat Kota Lubuklinggau berperan dalam memberikan multiplier effect pada

kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau pada umumnya.
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2. Stuktur Organisasi dan Tupoksi Badan Diklat Lubuklinggau

Stuktur Organisasi berguna sebagai pengendali agar tidak terjadi
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas bagi masing-masing individu atau
kelompok dalam suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko(
1996:196) yang menyatakan bahwa struktur organisasi adalah mekanisme
mekanisme formal dengan nama oeganisasi. Selain itu stuktur organisasi
menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan
diantara fungsi-fungsi bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang yang
menunjukan kedudukan,tugas,wewenang,dan tanggung jawab yang berbeda dalam

suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun
2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan Fungsi tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari :

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perpustakaan, Data dan Informasi;
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, membawahi 2 (dua)
Sub Bidang Yaitu :

op

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahi 2 (dua) Sub
Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan, membawahi 2 (dua) sub
Bdang yaitu :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
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2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dan
Pembangunan.

Kepala -
: Badan
Jabfung/ Sok peraris
Widyaiswara
kacubhaa Kasubbag- kaﬁubbaﬂ
~ Umum !\euaudan Pusdatin

.. Kabid Diklat:

Teknis & E l\a‘)ld Diklat:-

Pemerinthan-

f—'“—L—‘_I

Kasubbid Diklat [l Kasubbid Diklat
© Teknis Pemerintahan

Kasubbid Diklat

“Kabid Diklat:
Struktural |

I_'_"L__‘_I

“Prajabatan

Kasubbid Diklat
Kepemimpinan

Fungsional

—L—

Kasubbid Dik{at il Kasubbid Diklat
 Tekfung Jobfung

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan/atau Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut diatas,

mempunyai fungsi:
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan dan pelatihan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
d. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan;

e. Pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam
lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan
fungsinya

3 . Prasarana dan Sarana Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau memiliki prasarana

dan sarana yang cukup memadai dilihat dari Tabel 4.1

No Prasarana Jumlah Keterangan

1 Sekretariat 1 Unit -
2. Asrama 82 kamar Kapasitas 164 orang
3, Kamar Widyaiswara 3 Kamar Kapasitas 6 orang
4 Ruang Kelas 5 Unit -
5. Aula 1 Unit -
6. Ruang Makan 1 Unit Kapasitas 100 orang
7 Mushaila 1 Unit Kapasitas 40 orang
8. Perpustakaan 1 Unit 879 judul dan 2.403 eksp
9. Ruang Kesehatan 1 unit -

0. Ruang Widyaiswara 8 unit Kapasitas @ 2 orang

1. Lapangan Upacara 2 area -

12 Lapangan Parkir 3 area -

Sumber : Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau (2015)

Tabel 4.1
Prasarana dan Sarana Bandiklat Kota Lubuklinggau
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Di
Badan pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam

suatu organisasi, termasuk juga organisasi Pemerintahan seperti halnya
Dinas/Badan/Biro. Tujuannya adalah agar tersedianya pegawai atau tenaga kerja
yang memiliki kompetensi’/kemampuan serta mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai langkah mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut.

Pada organisasi Pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil selaku tenaga kerja yang
melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, juga harus diberdayakan
misalnya dalam hal peningkatan karir PNS tersebut,menutut Nurholis (2005:145-
146).

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat adalah PNS
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintahan non-departemen,
kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah
provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainnya. Sedangkan Pegawai Negeri (PNS)
Daerah adalah PNS daerah propinsi/kabupaten/kota, yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah
daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil
baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban setia dan taat pada
Pancasila dan UUD 1945, negara, pemerintah serta wajib menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji pegawai negeri harus dapat
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga ia dapat memusatkan
perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya, gaji PNS yang diterima harus mampu memacu
produktivitas dan menjamin kesejahtraannya.

Sehubungan dengan itu Moekijat (2000:11) mengatakan pengembangan karir
menunjukan proses kegiatan mempersiapkan seseorang untuk jabatan-jabatan dalam

organisasi yang akan datang.
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Selanjutnya Hadari Nawawi (2003) mengartikan pengembangan karier
merupakan usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan
difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang yang
diharapkan berdampak pada pengembangan dan perluasan wawasan dalam
bekerja karena keberhasilan yang diraih. Biasanya pegawai negeri sipil yang
dipersiapkan oleh organisasi adalah mereka yang memiliki kecakapan dan
kemampuan kerja yang dapat diandalkan dengan demikian akan dapat
menjamin.

Dengan demikian organisasi akan memiliki tenaga-tenaga yang memiliki
kemampuan dalam melaksanakan tugas dari pegawai yang telah memenuhi
persyaratan untuk meduduki jabatan yang lebih tinggi setingkat (promosi) dengan
usaha tersebut diharapkan tingkat kemampuan pegawai akan bertambah dalam
pelaksanaan dan dapat mencapai hasil kerja yang maksimal.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan karir PNS, yaitu
menurut Moekijat (2000:15):

1. Pendidikan dan latihan

2. Promosi

3. Mutasi.

PNS selaku aparatur pemerintah, melaksanakan fungsi pemerintahan dalam
suatu negara yang meliputi fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pelayanan kepada
masyarakat yang mendiami suatu negara ataupun suatu daerah yang dituangkannya
dalam suatu kebijakan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan fungsi tersebut perlu adanya kinerja yang baik dari aparatur
pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Badan

Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau , yaitu :
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A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Menurut Ibnu Syamsu (1999) pendidikan dan latihan adalah suatu usaha yang
dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menambah pengetahuan dan
keterampilan para karyawannya.

Menurut Moekijat(2000:13) tujuan dari pendidikan dan latihan adalah:

a. Menambah pengetahuan.
b. Menambah keterampilan.
c. Merubah sikap.

Sedangkan menurut S.P Hasibuan (2006;15) diklat merupakan peningkatan
kepribadian dan semangat pengabdian pegawai, peningkatan mutu dan kemampuan
pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan serta mampu melaksanakan tugas
dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungannya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mencatat bahwa kesempatan dalam
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sangat besar karena dibuktikan dari bukti
penilaian dalam pengusulan Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan
dibutuhkan beberapa syarat bagi pegawainya untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan seperti TOT ( Training Of Trainer ), MOT ( Managament Of Training )
dan TOF ( Training Of Facilitator ) untuk para Widyaiswara hampir mencakup
100% memenuhi syarat akan tetapi ada 4 pegawai yang dari formasi Widyaiswara
dari tahun 2011, seharusnya dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat
calon Widyaiswara agar dapat diangkat sebagai Widyaiswara namun dalam rentang
waktu 4 tahun mereka belum memiliki kesempatan itu dan yang mengambil peluang

untuk dapat ikut diklat calon Widyaiswara tersebut adalah pegawai dari mantan
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eselon 3 bandiklat yang bukan dari formasi Widyaiswara. seperti jawaban dari hasil
wawancara yang penulis lakukan dengan informan tanggal 12 November 2015,
mengenai kesempatan bagi seluruh PNS dilingkungan Bandiklat kota Lubuklinggau
tanggapannya adalah

“bahwa sebagian PNS Dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat yang hasilnya
tampak dari kemampuan dan pemahaman dari Pegawai dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang diembannya secara teknis, akan tetapi untuk jabatan dari

formasi Widyaiswara yang statusnya saat ini masih menjadi staf belum mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti diklat calon Widyaiswara hingga sampai dengan saat

L

ini
Sedangkan alasan lain bahwa Pendidikan dan Pelatihan tidak diberikan

kepada seluruh PNS dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau, umumnya yang boleh mengikuti diklat hanya PNS yang memenuhi
persyaratan seperti tingkat pendidikan, jabatan, serta pangkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan tanggal
13 November 2015, diperoleh jawaban

“Bahwa seluruh PNS pada Bandiklat telah diberikan kesempatan untuk
mengikuti Diklat namun ada persyaratan yang ditentukan dari penyelenggara
sehingga tidak semua pegawai dapat mengikutinya”.

Sedangkan PNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat
diharapkan akan melahirkan PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik,
sebab diklat akan melahirkan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan
kompetensi, dengan catatan diklat tersebut diikuti dengan serius dan dipahami serta
diaplikasikan di lingkungan Kerja dari apa-apa saja ilmu yang diperoleh pada diklat
tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan serta berdasarkan

pengamatan penulis dilapangan, yakni masih belum sepenuhnya terjalin komunikasi
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yang baik antara atasan dan bawahan sehingga masih ada permasalahan-
permasalahan dalam peningkatan kualitas PNS yang belum seluruh PNS
mendapatkannya seperti halnya pengembangan karir PNS (Diklat, Promosi dan
Mutasi). Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masih ada beberapa PNS yang tidak
peduli tentang Diklat dalam artian tidak begitu membutuhkan baginya untuk
mengikuti Diklat. Sehingga Diklat hanya dipandang sebagai hal yang membosankan
dan buang-buang waktu saja, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan
tanggal 13 November 2015 berikut :

“ saya tidak berminat untuk ikut diklat karena jenuh dan harus belajar dari
pagi sampai sore tiap hari selain itu saya merasa ilmu yang didapat dari diklat tidak
begitu banyak untuk dapat diaplikasikan pada tempat kerja .

Harapan sebagian besar dari pegawai hendaknya keikutsertaan dalam
pendidikan dan pelatihan memang berdasarkan kepada kebutuhan pegawai bukan
berdasarkan proyek semata atau menghabiskan anggaran tanpa memperhitungkan
manfaat, impact atau dampaknya baik langsung maupun tidak langsung terhadap
pegawai itu sendiri dalam rangka untuk peningkatan kinerja.

Adapun analisa penulis dalam hal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) bagi PNS pada Bandiklat Kota Lubuklinggau ini terlihat dari perbandingan
jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat dengan PNS yang belum mengikuti Diklat
dalam 3 tahun terakhir, lebih dominan PNS yang belum mengikuti Diklat. Yang
mana hanya 10 orang dari 48 PNS pada Bandiklat tersebut yang telah mengikuti
Diklat dalam 3 tahun terakhir. Selain itu juga, masih ada beberapa orang PNS yang
telah mengikuti Diklat Kepemimpinan namun belum mendapat kesempatan untuk
Promosi Jabatan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya minat PNS

untuk mengikuti Diklat. Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi oleh instansi terkait
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tentang pentingnya diklat dan cara mengikuti diklat bagi PNS, juga menjadi
penyebab rendahnya jumlah PNS mengikuti Diklat tersebut.

Pembentukan kepribadian serta semangat pengabdian bagi pegawali,
suplemennya hanya didapat melalui pendidikan dan pelatihan, kesadaran akan
pentingnya mengikuti diklat dirasakan masih rendah sebagai akibat dari nilai guna
dan manfaat dari diklat itu sendiri tidak dapat dirasakan langsung oleh pegawai
terkecuali bagi tenaga fungsional Widyaiswara yang akan mendapatkan tambahan
angka kredit atau poin dari ikut serta dalam kegiatan diklat. Artinya tenaga teknis
dengan tenaga fungsional memiliki minat yang berbanding terbalik dalam
partisipasinya ikut pendidikan dan pelatihan. Kesadaran bagi aparatur dengan
berubahnya peraturan dan kebijakan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi
serta dengan diberlakukannya Aparatur Sipil Negara menjadikan target kinerja dari
seluruh aparatur menjadi lebih terukur dan jelas. Baik untuk tenaga teknis maupun
fungsional telah menjadi persyaratan khusus dan saat ini basis pendidikan aparatur
sudah sangat memadai berdasarkan data dari kementerian dalam negeri pada tahun
2012 saja tingkat pendidikan strata 1 lebih dominan mencapai 35% dibandingkan
dengan lulusan sma atau diploma. Berdasarkan kajian dari penulis ini menandakan
bahwa kompetensi dari para aparatur sudah tidak diragukan lagi hanya saja yang
menjadi pokok permasalahanya terletak pada belum mantapnya system
pengembangan PNS serta peran dan fungsinya yang masih belum jelas. Linieritas
atas kesesuaian dalam peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan menjadi sangat penting, peran dan fungsi yang jelas dituntut agar dapat

mengukur tingkat kinerja dari setiap aparatur.
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Diklat merupakan bagian dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah pada pasal 135 ayat 91, Pegawai Negeri Sipil Daerah
dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan Pasal 217 huruf (d)
Diklat menjadi Instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jika
Diklat dijadikan upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur maka kinerja serta
karir aparatur tersebutpun juga akan meningkat dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan public secara optimal.

Aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau juga memiliki
hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti diklat dari lembaga-lembaga -
penyelenggara lainnya, hanya saja pengembangan desain dan evaluasi diklat belum
pernah dilakukan oleh pihak penyelenggara dan hal ini berdampak pada
pengembangan karir dari pegawai yang sudah mengikuti diklat. Seperti pernyataan
dari informan tanggal 25 November 2015 berikut ini :

‘ Aparatur yang sudah mengikuti Diklat belum diberdayakan secara optimal
sehingga terkesan bagi aparatur kegiatan mengikuti Diklat hanya sebatas acara
seremonial saja “.

Lain halnya pendapat dari informan berikut, ia mengatakan bahwa :

“ Diklat merupakan pengakuan legalitas atas kompetensi yang dimiliki oleh
aparatur sehingga wajib bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam
rangka pengembangan karir “

Pandangan yang berbeda dari beberapa informan membuat penulis
merangkum atau menyimpulkan dengan merujuk pada arah kebijakan diklat aparatur
dalam rangka implementasi undang-undang dan peraturan. Saat ini Pegawai Negeri
Sipil telah berubah nomenklaturnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
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Bahwasannya aparatur yang ingin mengembangkan karirnya akan memiliki
perjanjian kerja dengan atasannya berupa apa saja yang akan dikerjakannya selama 1
(satu) tahun dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi apakah aparatur tersebut
memiliki kinerja yang baik atau buruk. Terkait dengan diklat maka seyogyanya
seorang aparatur dapat membuat target kinerja untuk mengikuti diklat berapa kali
dalam satu tahunnya. Adapun tanggapan informan tanggal 25 November 2015
mengenai hal tersebut yakni :

“ Dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) yang saya buat, target untuk dapat
mengikuti diklat sebanyak dua kali, hanya saja untuk tahun berjalan saya belum
memiliki kesempatan itu dan ini berdampak pada penilaian kinerja saya nantinya,
sedangkan penetapan atau pengusulan pegawai yang berhak mengikuti diklat adalah
atasan jika saya harus mengeluarkan dana pribadi untuk mengikuti diklat demi
pencapaian target kinerja rasanya tidak mungkin “

Tanggapan yang senada juga disampaikan oleh informan tanggal 12
November 2015 lainnnya ia mengatakan bahwa :

*“ Biaya diklat terlalu besar dari uang pribadi apa lagi dalam jangka waktu
yang lama, ini memberikan beban bagi pegawai meskipun untuk meningkatkan
kompetensi, karena sampai dengan saat ini belum ada jaminan bagi pegawai yang
memiliki kompetensi lebih mendapatkan reward atas kompetensi dan prestasi yang
dimilikinya.”

Jadi penilaian dalam rangka peningkatan kepribadian dan semangat
kepribadian dirasakan masih sangat kurang hal ini disebabkan karena rendahnya
perhatian Pemerintah terhadap aparatur dalam memberikan reward dan punishment,
sedangkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan

khususnya bagi tenaga teknis tidak berdampak secara siginifikan pada tugas dan

fungsinya karena anggapan bahwa diklat hanya sebagai acara seremonial semata dan
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upaya untuk refresing atau menghidari pekerjaan atau tugas-tugas yang berat
didepannya. Meskipun terdapat banyak kelemahan atas pembentukan system yang
kurang memaknai nilai kemanfaatan atas diklat yang telah diikuti akan tetapi
semangat kerjasama, rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tertanam dalam
lingkungan kerja pada Badan Pendidikan dan pelatihan Kota Lubuklinggau dapat
menjadi modal utama dalam menyelesaikan tugas-tugas berat Negara sehingga
sampai dengan saat ini banyak prestasi yang dibuat melalui pencapaian target

pendapatan asli daerah serta akreditasi lembaga dan program-program pendiklatan.

B. Promosi

Menurut Edwin, B. Flippo (1976:73) promosi merupakan perubahan dari
pekerjaan yang satu ke lainnya, yang mempunyai syarat-syarat yang lebih baik dalam
kedudukan maupun jabatan dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2005:170), organisasi pada umumnya menggunakan dua
dasar utama dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan yaitu:
1. Prestasi kerja
Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja menggunakan hasil penilaian atas hasil
karya yang sangat baik. Dengan demikian promosi tersebut dapat dipandang sebagai
penghargaan organisasi atas prestasi kerja anggotanya.
2. Senioritas
Promosi berdasarkan senioritas berarti bahwa pegawai yang paling berhak
dipromosikan ialah yang masa kerjanya paling lama.Banyak organisasi menempuh

cara ini dengan tiga poin pertimbangan yaitu :
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a. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang paling sedikit dilihat dari segi
loyalitas kepada organisasi.

b. Penilaian biasanya bersifat obyektif karena cukup dengan membandingkan
masa kerja orang-orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan.

c. Mendorong organisasi mengembangkan para pegawainya karena pegawai
yang paling lama berkarya akhirnya mendapat promosi.

Perstasi kerja menjadi dasr penting dalam pelaksanaan promosi karena dengan
prestasi kerja adanya kemampuan untuk menjalankan suatu jabatan atau tugas baru
yang dibebankan oleh instansi organisasi penempatan prestasi kerja sebagai salah
satu syarat dalam melakukan peromosi akan memotivasi pegawai dalam peningkatan
kinerja.

Hasil wawancara dengan penulis dengan informan pada tangal 12 November
2015, mengatakan bahwa,

“Berdasarkan peraturan kepegawaian setiap pegawai yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi punya kesempatan besar untuk dipromosikan.Selain sebagai
imbalan,tak lain tujuannya adalah untuk memotivasi mereka dalam bekerja.Dan bila
seorang pegawai telah dipromosikan berarti secara otomatis tanggung jawab,
wewenang dan gajinya juga akan naik.”

Promosi dianggap penting dalam instansi karena selain sebagai ‘imbalan’
terhadap hasil kerja pegawai juga memberikan dorongan atau motivasi
kepadapegawai untuk bersaing memberikan yang terbaik bagi organisasi dengan
peningkatan kinerja. Dengan demikian pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi
akan mendapatkan kesempatan promosi yang besar pula.senada dengan wawancara
diatas, informan lain juga mengatakan bahwa:

“Salah satu kinerja yang paling dominan dalam pelaksanaan promosi adalah

prestasi kerja karena kriteria ini berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja
pegawai”
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Artinya dalam melaksanakan suatu promosi pegawai, prestasi kerja menjadi hal
penting yang perlu diperhatikan sebab kriteria ini secara langsung berpengaruh pada
peningkatan kinerja.

Hasil penelitian dituangkan dalam suatu daftar yang disebut Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP). Dalam pengukuran kinerja ini, penilaian terhadap potensi pegawai
diartikan sebagai perkiraan terhadap pengangkatan tertinggi atau tingkat pekerjaan
yang pada akhimya mampu dilakukan seorang pegawai.Melalui penilaian potensi ini
,akan diketahui siapa saja yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk
menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi kelak. Selain hal di atas, penilaian potensi
ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kemungkinan
pengembangan seorang pegawai negeri, merencanakan kesempatan kemajuan karir,
dan merencanakan suksesi dalam organisasi.

Potensi seorang pegawai negeri dinilai melalui dua cara yaitu dengan cara yang
disebut kualitas secara umum dan kualitas pribadi yang menyeluruh.Dalam cara yang
terakhir, potensi dinilai dari kualitas intelektual yaitu dalam bentuk kekuatan analisis,
imajinasi dan inovasi, dan kesadaran tantang kualitas, kemudian orientasi hasil yakni
dalam bentuk motivasi berprestasi, sensitivitas politik dan ketegasan dan kualitas
kepemimpinan dalam bentuk kemampuan memotivasi,memberikan delegasi,dan
komunikasi serta konsultasi. Setiap tahun dilakukan penilaian oleh Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) yang mencakup dua hal penting yakni ulasan terhadap catatan
prestasi dan kemajuan yang dicapai oleh staf untuk tahun yang dinilai dengan ulasan
terhadap rencana tindakan untuk tahun berikutnya yang meliputi target-target baru,

dan rencana pelatihan.Dengan adanya ketentuan tersebut pejabat penilai harus benar
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mengenal secara pribadi pegawai yang dinilai, sehingga demikiann dapat diharapkan
penilaian dapat dilakukan lebih objektif.

Jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Informan pada
tanggal 12 November 2015,

”Sepengetahuan saya syarat untuk menduduki promosi jabatan harus
berdasarkan kopetensi dengan dibuktikan sertifikat pelatihannya, akan tetapi kondisi
sebenarnya syarat itu terkadang bukan menjadi urutan pertama namun faktor
kedekatan emosional dengan pimpinanlah yang sering mendapatkan promosi
jabatan”

Berkaitan dengan hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat (Wusarno, IG 1997 :70)
Syarat-syarat untuk promosi sudah barang tentu tidak sama untuk jabatan yang
berlainan, Meskipun demikian ada beberapa syarat umum yang perlu diketahui.

Seorang pegawai dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi,

apabila memenuhi persyaratan antara lain:

1. Ada formasi atau lowongan jabatan. Lowongan jabatan dapat terjadi karean
ada pegawai yang mengundurkan diri, pindah pekerjaan, dipensiunkan atau
meningal dunia.

2. Pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
dalam analisis jabatan.

3. Pegawai yang bersangkutan lulus dari seleksi.

Sedangkan jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
informan tanggal 12 November 2015, ia menjawab bahwa :

“Pemberian promosi kepada PNS didasarkan pada pengabdian, loyalitas,
kreatifitas dan prestasi pegawai yang didukung oleh tingkat pendidikan yang
memadai”.

Namun ada juga yang merespon bahwa :

“Pemberian promosi kepada PNS belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan

indikator kelayakan pemberian promosi, karena pemberian promosi juga didasarkan
pada kedekatan dengan pimpinan bukan hanya pada prestasi kerja dan loyalitas saja”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan tanggal
13 November 2015, informan menjawab :

“ Bahwa promosi jabatan telah diberikan kepada seluruh pegawai yang
memiliki kinerja baik, sehingga dengan dipromosikan dapat jadi pemicu semangat
dalam menjalankan tugas kesehariannya”.

Bagi setiap promosi jabatan merupakan kesempatan bagi pegawai untuk
mengembangkan karirnya, sehingga upaya dalam menunjukan prestasi kerja, inisiatif
dan kreatifitas dengan penilaian objektif dari pimpinan sangat diharapkan bagi
seluruh pegawai.

Adapun analisa penulis dalam hal pemberian promosi kepada PNS tersebut
belum dilihat secara keseluruhan dari kriteria kelayakan pemberian promosi.
Sehingga ada beberap PNS yang dipromosikan ke jabatan eselon tidak berdasarkan
prestasi kerja akan tetapi hanya didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja saja.
Selain itu juga unsur kedekatan dengan pimpinan merupakan salah satu peluang
untuk dipromosikan. Oleh karena itu, pemberian promosi kepada PNS yang
didasarkan pada prestasi kerja dan kreatifitas kerja serta lain-lainnya yang
merupakan kriterai kelayakan promosi juga harus disertai kedekatan atau istilah
sekarang disebut lobi dengan para pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal
promosi PNS tersebut. Kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau , hendaknya dalam
pelaksanaan mutasi sebaiknya dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Dan untuk
penempatan tugas bagi pegawai, haruslah benar-benar disesuaikan dengan skill atau
kemampuan pegawai tersebut yang dilihat dari hasil evaluasi kinerja dari masing-
masing PNS.

Penerapan promosi pegawai belum berdasarkan pada hasil dari assessment

center yang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, guna menjaga
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objektifitas hasil. Sehingga system promosi dapat menjadi pemacu kinerja bagi
aparaturnya.

Salah dalam memberikan promosi dapat berdampak pada kinerja bagi suatu
organisasi, karena dapat berdampak pada peningkatan tapi juga bisa mengalami
penurunan schingga pertimbangan yang sangat mendalam dengan uji kelayakan atas
promosi jabatan dapat dijadikan jalan untuk menetapkan pegawai yang berhak untuk

mendapatkan promosi yang bukan sekedar atas instuisi pemimpin semata.

C. Mutasi Pegawai
Menurut Moekijat (2000:85) mengatakan bahwa “mutasi atau perubahan
adalah suatu perubahan horizontal bukan suatu kenaikan atau penurunan”.
Pemindahan dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jabatan yang lebih
sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan harapan pada jabatan baru tersebut
seseorang akan lebih berkembang. Pemindahan seseorang pada jabatan yang
horizontal tanpa perubahan kelas pekerjaan. Dilakukan agar ada penyesuaian antara
kemampuan dengan tugas yang diemban sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan
baik dan membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan
kemampuannya di tempat tugas baru. Jadi mutasi dapat digunakan untuk
pengembangan dan memperluas pengalaman kerja pegawai.
Alex Nitisemito (1996:15) mengatakan bahwa tujuan : pelaksanaan mutasi
atau pemindahan adalah :
a. Menempatkan pegawai pada tempatnya
b. Meningkatkan semangat/gairah kerja

c. Perolehan keterampilan baru
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d. Menciptakan persaingan sehat

e. Memenuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam hal mutasi pada Pemerintah Kota Lubuklinggau , Walikota sebagai
pemegang kendali bersama Badan Kepegawaian Daerah , melaksanakan proses
mutasi setelah dilakukannya evaluasi pada masing-masing PNS yang ada di Satuan
Kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau. Data untuk melakukan mutasi tersebut berasal
dari data pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan mutasi
tersebut dimaksudkan untuk meletakkan dan mengisi jabatan struktural sesuai
dengan kemampuan dari masing-masing PNS tersebut (Mutasi Pejabat Eselon).
Sedangkan untuk mutasi pada level staf dilaksanakan dalam rangka penyegaran dan
penempatan PNS sesuai dengan kemampuannya.

Seorang pegawai dipersiapkan untuk dimutasi bertujuan untuk memberikan
kesempatan untuk meningkatkan karir yaitu kenaikan pangkat atau pindahnya
pegawai dari posisi pekerjaan yang lama ke posisi pekerjaan yang baru. Kebijakan
mutasi pada instansi dilakukan berdasarkan pengkajian dan aturan yang telah
ditetapkan, sesuai dengan kecakapan pegawai, kemampuan pegawai, sikap dan
displin pegawai ataupun golongan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan pada tanggal 12 November
2015,

Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian Daerah
Kota Lubuklinggau melaksanakan mutasi dinilai dari masa kerja, kompentensi,
prestasi dan pangkatnya, itu yang utama”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan pada tanggal 12

November 2015,
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”Dalam melaksanakan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
perlunya pengkajian yang baik sehingga pegawai yang dimutasi telah sesuai dengan
kopentensi yang dimilikinya”

Rendahnya kopetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau bersumber pada beberapa persoalan mendasar, banyak hal yang
menjadi persoalan penyebab rendahnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Intinya
bukan hanya karena masalah keterbatasan skill atau kualifikasi pendidikan Pegawai
tersebut yang tidak mendukung, melainkan oleh faktor lingkungan dan sistem karir
banyak dipengaruhi unsur subjektivitas baik yang bersifat politik, kedekatan
keluarga, disorientasi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang mengarah pada
persoalan-persoalan pragmatis, duplikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang belum
berbasis fungsi kerja.

Oleh karena itu, dibutuhkan Pegawai yang profesional yang memiliki
kompentensi dalam bekerja, melayani masyarakat dengan baik, ramah dan
memuaskan, serta bekerja dengan target kinerja yang jelas dan terukur.Perubahan
kultur pegawai tersebut harus menjadi agenda utama pemerintah, bukan dengan
hanya memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat), tampa adanya perubahan
kultur dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggauhampir dapat dipastikan
Pegawai akan bekerja apa adanya.

Mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk penghargaan
pimpinan dan sekiligus mengurangi rasa bosan Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan
rutinitas yang sama. Diharapkan dengan adanya mutasi maka kinerja Pegawai
tersebut semakin meninggkat. Mutasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh
Pemerintah Kota Lubuklinggau, bagi pegawai mutasi bisa menjadi hal yang

menyenangkan dan bisa juga menjadi hal yang menyakitkan. Tetapi sebagai pegawai
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yang baik, Kita harus menilai mutasi sebagai proses penyegaran stuktur organisasi
pemerintah dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan juga
mmelepaskan rasa bosan pegawai tersebut.

Mutasi di Pemerintah Kota lubuklinggau khususnya di badan Pendidikan dan
Pelatihan ditentukan oleh Sumber Daya dari Tim Baperjakat, Ketika Baperjakat tidak
bekerja secara profesional maka ada kemungkinan rekomendasi yang diberikan
kepada walikota tidak adil dan penilaiannya secara subjektif,Akan tetapi dari hasil
wawancara yang peneliti dapatkan bahwa Tim Baperjakat adalah orang-orang yang
profesional dan ahli dibidang masing-masing.

Sedangkan jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
Informan pada tanggal 12 November 2015,

”Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian Daerah
Kota Lubuklinggau melaksanakan mutasi setiap tahunnya dalam upaya peningkatan
kinerja dengan menempatkan PNS sesuai dengan keahlian, selain itu juga untuk
menghilangkan kejenuhan PNS terhadap pekerjaan yang selama ini dilaksanakannya
sehingga memberikan warna baru dengan pekerjaan yang baru”.

Sedangkan hasil dari pendapat informan lainnya menyatakan bahwa :

“mutasi yang dilakukan tersebut hanya menjalankan kebijakan saja dan
mutasi juga jarang dilakukan, hal ini terlihat dari 3 tahun terakhir hanya dilaksanakan
1 kali mutasi staf dan 4 kali mutasi pejabat eselon”.

Dalam mutasi tersebut, banyak PNS yang mendapat tugas tidak sesuai dengan
keahliannya ini berarti bahwa mutasi dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi terlebih
dahulu terhadap kemampuan masing-masing PNS yang ada Dilingkungan
Pemerintah kota Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dari

tanggal 13 November 2015, informan menjawab bahwa :
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“Mutasi dilaksanakan sebagai tujuan memberikan suasan baru bagi PNS serta
memperkenalkan kepada PNS tentang tugas/pekerjaan yang ada pada Satuan Kerja
(Satker) Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau”.

Selain itu juga, mutasi dilaksanakan sesuai dengan indikator pelaksanaan
mutasi  diantaranya  untuk  menempatkan  pegawai  sesuai  dengan
basis’kemampuannya, dapat meningkatkan semangat kerja, memperoleh
keterampilan baru, menciptakan persaingan sehat, serta memenuhi peraturan
kebijakan yang ditetapkan.

Adapun analisa penulis dalam hal pelaksanaan mutasi bagi PNS
Dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dalam 3 tahun
terakhir baru dilaksanakan 1 kali mutasi staf, hal tersebut tentunya dapat
menimbulkan kejenuhan bagi PNS Staf yang telah menggeluti pekerjaannya selama
bertahun-tahun tanpa ada pengganti. Selain itu juga, akan menghambat kreatifitas
dan kemampuan PNS terhadap bidang pekerjaan lain yang ada pada Satuan Kerja.
Hal ini terkesan bahwa mutasi dilaksanakan hanya untuk menjalankan kebijakan dari
pemerintah saja tanpa didahului dengan evaluasi kemampuan dari masing-masing
PNS. Kepada PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau hendaknya lebih
profesional benar-benar secara maksimal menjalankan fungsi pelayanan kepada
masyarakat sehingga produk yang dihasilkan dapat memuaskan masyarakat sebagai
penerima pelayanan tersebut.

Adapun analisa penulis dari hasil jawaban informan - informan di atas
mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir PNS di Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kota Lubuklinggau, Dalam hal mutasi pada tahun 2015 saja tercatat
hanya ada 2 pegawai yang mengalami perpindahan bidang, 4 orang yang mutasi

keluar dan 2 orang yang dimutasi dengan naik jabatan, artinya ada 8 orang pegawai
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atau 16,6 % pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yang
mengalami mutasi. Pelaksanaan mutasi dinilai hanya untuk menjalankan kebijakan
dari pemerintah saja, selain itu juga pelaksanaan mutasi belum mampu menempatkan
PNS sesuai dengan bidang keahliannya sehingga banyak keluhan dari PNS tentang
ketidak cocokan dan ketidak pahaman akan tugas/pekerjaan baru yang diberikan
tersebut. Hal ini mencerminkan pelaksanaan mutasi tanpa didahului dengan proses

evaluasi terhadap kemampuan masing-masing PNS.

2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Karir Pegawai

Negeri Sipil Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau .

Perkembangan karir dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan yang
cukup signifikan, karir bergerak secara dinamis untuk menyesuaikan perubahan
lingkungannya. Karir bergerak dari variabel dependen menjadi variabel independen
dalam sebuah organisasi. Karir bagi seseorang tidak lagi bergantung pada organisasi,
namun telah berada ditangan individu itu sendiri. Karena dalam organisasi sendiri
banyak terjadi perubahan struktur sebagai imbas dari adanya rasionalisasi,
perampingan ukuran dan lain-lain. Dampaknya bagi individu adalah tidak adanya
pekerjaan yang abadi sedangkan bagi organisasi tidak ada pekerja yang abadi semua
akan berubah lebih likuid. Dahulu karir memiliki orientasi kepada pergerakan linier
keatas dalam sebuah organisasi, namun kondisi ini sekarang berubah, pola karir
dinilai sebagai sebuah perjalanan pekerjaan seseorang selama hidupnya. Tidak
dibedakan apakah pergerakan itu keatas ataupun kebawah, bergeser dalam sebuah
organisasi ataupun multi organisasi. Sehingga pencapaian karir seseorang tidak

ditandai dengan posisi yang ditempatinya saat ini, namun bagaimana perannya dalam
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sebuah organisasi. Pada gilirannya karir mengalami perubahan bentuk sesuka

hatinya.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembangan karir
Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau

adalah

P

Masih belum sepenuhnya terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan
bawahan sehingga masih ada permasalahan-permasalahan dalam
peningkatan kualitas PNS yang belum seluruh PNS mendapatkannya seperti

halnya pengembangan karir PNS (Diklat, Promosi dan Mutasi).

b. Dalam hal Diklat bagi PNS, masih ada beberapa PNS yang tidak peduli
tentang Diklat dalam artian tidak begitu membutuhkan baginya untuk
mengikuti Diklat. Sehingga Diklat hanya dipandang sebagai hal yang

membosankan dan buang-buang waktu saja.

c. Dalam hal Promosi bagi PNS, belum secara objektif dinilai dari pemenuhan
kriteria yang telah disyaratkan misalnya loyalitas, masa tugas, kreatifitas,
tanggung jawab, dan prestasi kerja. Unsur kedekatan dengan pimpinan

dapat pula dijadikan kriteria dalam pemberian promosi kepada PNS.

d. Dalam hal Mutasi masih ada beberapa pegawai yang merasa tidak cocok
dengan tugas barunya tersebut. Hal ini mengisyarakatkan bahwa
penempatan orang-orang belum sepenuhnya di evaluasi berdasarkan

keahlian dan kemampuan yang PNS tersebut miliki.

e. Bahwa pengembangan karir PNS belum dilakukan melalui assestment

terhadap kinerja yang dapat terukur dan akuntabel.
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3. Solusi dalam mengatasi hambatan Pengembangan Karir Pegawai Negeri

Sipil di Bandiklat Kota Lubuklinggau.

Adapun solusi dalam mengatasi hambatan pengembangan karir bagi PNS

pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau diataranya :

a. Membangun minat pegawai akan pentingnya mengikuti diklat dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas khususnya bagi tenaga-tenaga
teknis melalui penghargaan atas sertifikat yang diterima sebagai

sarana untuk mendapatkan promosi kenaikan pangkat atau jabatan.

b. Pembuat kebijakan hendaknya melakukan evaluasi kinerja secara
tepat, akurat, dan akuntabel sehingga pegawai yang akan
mendapatkan promosi jabatan adalah pegawai yang berdasarkan
kompetensi dan prestasi kerja dalam kategori baik bukan berdasarkan
like and dislike, atau berdasarkan jasa-jasa atas kepentingan politik

yang lainnya.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sajikan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum yaitu
implementasi kebijakan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Di Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dinilai bahwa ada sebagian kebijakan
yang sudah diimplemantasikan karena sebagian dari kebijakan-kebijakan dalam
pengembangan karir dilakukan menurut ketentuan dan peraturan-peraturan yang
berlaku meskipun ada sebagian lagi yang belum sesuai. Pegawai Negeri Sipil Di
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau dinilai memiliki integritas yang
tinggi, loyalitas yang tinggi, disiplin yang baik serta nilai-nilai kejujuran dan
tanggung jawab yang baik hal ini disebabkan karena Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Lubuklinggau merupakan satuan kerja pada Pemerintah Kota Lubuklinggau
yang menjadi contoh bagi satuan kerja yang lain dan hampir seluruh dalam kegiatan
pendiklatan untuk pengembangan sikap dan pengetahuan menjadi salah satu
indikator keberhasilan dari proses pendiklatan itu sendiri. Sedangkan simpulan
secara khusus adalah sebagai berikut :

Pertama, dari dimensi Diklat bahwa peningkatan kepribadian dan penanaman
semangat pengabdian telah sesuai dengan hasil penelitian hal ini disebabkan karena
hampir dari seluruh pegawai yang telah mengikuti Diklat memiliki semangat baru
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Khusus untuk tenaga fungsional Widyaiswara

tingkat semangat pengabdiannya lebih tinggi karena nilai sertifikat dapat membantu
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dalam proses kenaikan pangkat semakin lama waktu Diklat yang diikuti akan
semakin besar poin kreditnya. Namun khusus untuk tenaga teknis dan administrator
belum berdampak secara signifikan hal ini disebabkan karena kemanfaatan nilai atas
Diklat yang sudah diikuti tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pegawai
tersebut.

Kedua, dari dimensi promosi bahwa pegawai yang memiliki pengalaman
kerja, tingkat pendidikan yang memadai, nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung
jawab yang tinggi memberikan signal implementasi dalam pengembangan karir
pegawai, hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa kesempatan untuk mendapatkan
promosi sebagian sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
meskipun ada sebagian lagi berdasarkan unsur kedekatan emosional atau hubungan
persaudaran yang dekat.

Ketiga, untuk dimensi mutasi bahwa pegawai Bandiklat yang mengalaminya
sebagian merasakan telah sesuai dengan kompetensinya, namun pada tahun 2015 ada
16,6% pegawai Bandiklat yang dimutasi cukup memberikan efek bagi organisasi
tersebut, sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan dalam penetapan
mutasi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan meskipun ada sebagian lagi yang
belum sesuai karena faktor objektifitas .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas

maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

Pertama, pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya menjadi

perhatian bagi semua pihak karena garis yang tegas atas ketentuan atau peraturan
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yang berlaku dapat diijalankan secara benar untuk menghindari terjadinya
penyimpangan atas dasar like and disklike.

Kedua, dengan memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan karir
bagi pegawai hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi kepala daerah
bersama tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan supaya kekeliruan
dalam mengambil kebijakan dapat diminimalisir.

Ketiga, pegawai yang saat ini telah dapat mengikuti diklat, mendapatkan
promosi ataupun di mutasi hendaknya dapat disyukuri atas karunia yang diberikan
Tuhan kepada kita karena yakinlah bahwa apa yang dikaruniakan adalah yang

terbaik bagi pegawai itu sendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf

98

DAFTAR PUSTAKA

Aini. Nurul. 1997. Fungsi-fungsi Pemerintahan, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Depdagri, Jakarta

Alwi, Syafarudin. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.

Anderson dan Schuller, 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Bahasa
Indonesia, Kelompok Gramedia, Jakarta.

Ari Kunto,1997, Menejemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.

Awang, Azam. 2010, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Bambang. 2008, Repormasi Kepegawaian Dalam Otonomi Daerah ( Studi
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kota Medan, Medan

Dunn, William N. 2000, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

Flippo, Edwin B. 1995, MenejemenPersonalia Erlangga , Jakarta.

Gomes, DR.,1995. Manajemen Personalia, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhalindo,
Jakarta.

Gibson, 1997, Menejemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung , Jakarta.
Gie, The Liang. 1974, Administrasi Perkantoran Moderen, Nurcahaya, Yogyakarta.
Handoko, T. Hani, 1998. Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta.

Handoko, T.Hani, 1992. Menejemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE,
Yogyakarta

Hamim, Sufian. 2004, Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, Pekanbaru,
UIR Press.

Harlie. 2010, Pengaruh disiplin Kerja, Motifasi dan Pengembangan Karir Terhadap
Kinerja PNS Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung
Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan.

Hasibuan, Malayu SP. 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci
Keberhasilan, Haji Masagung, Jakarta.

Heidjrachman dan Suad Husnan. 1997, Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf

99

Irwan Kurnia, 2010, Pengaruh Perencanaan Karir Organisasi dan Individu
Terhadap Pengembangan Karir dan Kinerja karyawan Conrad Bali Resort
dan Spa tanjung Benoa, Bali

Kansil. CST. 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.

Kartohadikusumo, Soetardjo. 1984, Desa, Balai Pustaka, Jakarta

Madjloes. 1981, Beberapa Petunjuk Bagi Kepala Desa, Jakarta.

Mangkunegara, 2003, Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rafika
Aditama, Bandung.

Martoyo, Susilo, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.

Mitrani, Alain. et.all. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan
Kompetensi, Interenasa, Jakarta.

Moekijat. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia , Mandar Maju, Bandung.
M.Thoha. 2003. Kepemimpinan Dalam Menejemen, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
Musanef. 1996. Menejemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
Nainggolan. 1994,Pembinaan Kepegawaian di Indonesia, Internusa, Jakarta.

Nawawi, Hadari. 1992, Administrasi Personalia untuk Meningkatkan Produktifitas
Kerja, Haji Masagung, Jakarta.

Ndraha. Taliziduhu. 2008, Kybernologi Kepamingprajaan, Sirao Credentia Centre,
Jakarta.

Nitisemito. Alex, S. 1996, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nurcholis, Hanif. 2005, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Garsindo, Jakarta
Pamudji, S. 1992, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No.01 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Walikota Lubuklinggau No.53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsitentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf

100
Ravianto, J. 1999, Produktifitas dan Pengukuran Tenaga Kerja, Lembaga Sarana
Informasi, Jakarta.

Rosmaida. 2008, Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Serta prestasi Kerja
Terhadap Pengembangan Karir Pada Lapas Wanita Kelas Ila . Medan

Sastrohadiwiryo, 2003, Menejemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Sedarmayanti. 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju,
Bandung.

Siagian, SP. 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Simamora, Hendry, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.

Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES,
Jakarta.

Soejono dan Abdurahman. 1999, Metode Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarwaji Edi. 2009, Pengaruh Diklat Kepemimpinan dan Faktor Karakteristik
Pejabat Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karir Pejabat BPPT.
Jakarta

Sugiono, 2009, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.

Tangkilisan S dan Hessel Nogi, 2003, Kebijakan Publik Untuk Pemimpin
Berwawasan International, Balairung & Co, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu. 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah,
Fokusmedia, Bandung.

Wijaya, HAW. 1999, Administrasi Kepegawaian, CV. Rajawali, Jakarta.

Wursanto, IG. 1997, Manajemen Kepegawaian 1, Kanisius, Yogyakarta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525.pdf

LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf

[y

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA

LUBUKLINGGAU
WIDYAISWARA MADYA

Nama :

Nip

1.

Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau
telah diberikan kesempatan mengikuti diklat ?

Apakah Bapak/Ibu telah pernah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu
diklat ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan
semangat pengabdian ?

Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu
meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan ?
Apakah dengan diklat akan berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan
tugas dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ?

Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan
untuk dipromosikan ?

Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah
dilaksanakan secara objektif ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah

dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ?
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Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah
diperhatikan kriteria kelayai{an dari segi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas,
kejujuran, tanggung jawab, keahlian/lepandaian dan prestasi kerja serta dilihat juga dari
kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi
pegawai dalam hal penyegaran ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan
PNS sesuat dengan kemampuan dari PNS tersebut ?

Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai?
Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin
menurun.

Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai ?

Dengan adanya mutasi, apakah telah tercipta persaingan sehat antar pegawai dalam hal
peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawal yang ada di Bandiklat
Lubuklinggau tersebut ?

Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-
Apa hambatan — hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS

Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengembangan karir PNS tersebut ?
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA

LUBUKLINGGAU
WIDYAISWARA MUDA

Nama :

Nip

1.

(O8]

Sepengetahuan Bapak/Ibu, Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau
telah diberikan kesempatan mengikuti diklat ?

Apakah Bapak/Ibu telah pernah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu
diklat ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan
semangat pengabdian ?

Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu
meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan ?
Apakah dengan diklat akan berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan
tugas dengan semangat kerjdsama dan tanggungjawab ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ?

Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan
untuk dipromosikan ?

Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah
dilaksanakan secara objektif ?

Sepengetahuan Bapak/lbu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah

dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ?
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Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah
diperhatikan kriteria kelayakan dari segi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas,
kejujuran, tanggung jawab, keahlian/lepandaian dan prestasi kerja serta dilihat juga dari
kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif 7

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi
pegawai dalam hal penyegaran ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah,mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan
PNS sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut ?

Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai?
Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin
menurun.

Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai ?

Dengan adanya mutasi, apakah telah tercipta persaingan sehat antar pegawai dalam hal
peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawai yang ada di Bandiklat
Lubuklinggau tersebut ?

Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-
Apa hambatan — hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS

Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengembangan karir PNS tersebut ?
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA

LUBUKLINGGAU
WIDYAISWARA PERTAMA

Nama :

Nip

1.

Sepengetahuan Bapak/Ibu, "Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat Lubuklinggau
telah diberikan kesempatan mengikuti diklat ?

Apakah Bapak/Ibu telah pernah mengikuti Diklat, Diklat apa saja dan berapa lama waktu
diklat ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah diklat bagi PNS akan mampu meningkatkan kepribadian dan
semangat pengabdian ?

Selain peningkatan kepribadian dan semangat, apakah diklat tersebut juga mampu
meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bekerja maupun kepemimpinan ?
Apakah dengan diklat akan' berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan
tugas dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon ?

Apakah seluruh pegawai yang ada di Bandiklat Lubuklinggau telah diberikan kesempatan
untuk dipromosikan ?

Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS di Bandiklat Lubuklinggau telah
dilaksanakan secara objektif ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah PNS pada Bandiklat Lubuklinggau yang telah

dipromosikan tersebut memang dinilai layak untuk dipromosikan ?
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Apakah dalam pemberian promosi kepada PNS pada Bandiklat Lubuklinggau telah
diperhatikan kriteria kelayakan dari segi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, loyalitas,
kejujuran, tanggung jawab, keahlian/lepandaian dan prestasi kerja serta dilihat juga dari
kemampuan PNS yang memiliki kreatifitas dan inisiatif ?

Sepengetahuan Bapak/Ibu, » apakah di Bandiklat Lubuklinggau telah dilakukan mutasi
pegawai dalam hal penyegaran ?

Menurut Bapak/Ibu, apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mampu menempatkan
PNS sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut ?

Apakah mutasi tersebut telah mampu meningkatkan semangat/gairah kerja pegawai?
Sebagaian ada yang bertambah semangat tapi sebagian lagi ada yang kinerjanya semakin
menurun.

Apakah mutasi tersebut telah melahirkan keterampilan baru bagi pegawai ?

Dengan adanya mutasi, apakah telah tercipta persaingan sehat antar pegawai dalam hal
peningkatan kemampuan kerja dari masing - masing pegawai yang ada di Bandiklat
Lubuklinggau tersebut ?

Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-
Apa hambatan — hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karir PNS

Apa solusi terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengembangan karir PNS tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA BADAN

Nama :

Nip

1.  Apayang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ?

2. Apakah Bapak/Ibu telahg pernah mengikuti Diklat ? jika pernah, Diklat apa saja ?

3. Apa pengaruh Diklat bagi Bapak/Ibu dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara ?

4. Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat lubuklinngau telah diberikan kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengikuti Diklat?

5. Apa-apa saja yang menjadifaktor penghambat dalam pemberian Diklat kepada PNS pada
Bandiklat lubuklinggau ?

6.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan ?

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah PNS pada Bandikat lubuklinggau tersebut yang
telah dipromosikan ?

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PNS di Bandiklat lubuklinggau tersebut yang telah diprmosikan
dinilai memang pantas dan layak untuk dipromosikan ?

9.  Apa-apa saja yang menjadi persyaratan sehingga PNS tersebut dinilai layak untuk
dipromosikan ?

10.  Apakah seluruh PNS yang ada di Bandiklat lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk
bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ?

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat dalam pemberian promosi kepada PNS di

Bandiklat lubuklinggau ?
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Apakah di Bandiklat lubuklinggau tersebut telah pernah dilakukan Mutasi ? jika pernah,
berapa kali ?

Apakah mutasi tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya ?

Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mampu menempatkan PNS sesuai dengan
keahliannya ?

Apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku ?

Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mutasi PNS tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA P.ENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU

KEPALA BIDANG
Nama :

Nip

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ?

2. Apakah Bapak/Ibu telahg pernah mengikuti Diklat ? jika pernah, Diklat apa saja ?

3. Apa pengaruh Diklat bagi Bapak/Ibu dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara ?

4. Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat lubuklinngau telah diberikan kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengikuti Diklat?

5. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Diklat kepada PNS pada
Bandiklat lubuklinggau ?

6.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan ?

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah PNS pada Bandikat lubuklinggau tersebut yang
telah dipromosikan ?

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PNS di Bandiklat lubuklinggau tersebut yang telah diprmosikan
dinilai memang pantas dan layak untuk dipromosikan ?

9. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan sehingga PNS tersebut dinilai layak untuk
dipromosikan ?

10.  Apakah seluruh PNS yang ada di Bandiklat [ubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk
bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ?

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat dalam pemberian promosi kepada PNS di

Bandiklat lubuklinggau ?
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Apakah di Bandiklat lubuklinggau tersebut telah pernah dilakukan Mutasi ? jika pernah,
berapa kali ? *

Apakah mutasi tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya ?

Apakah mutasi yang telah dilakukan tersebut telah mampu menempatkan PNS sesuai dengan
keahliannya ?

Apakah mutasi yang dilaksanakan tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku ?

Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mutasi PNS tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama :

Nip

1. Apayang Bapak/Ibu ketahui tentang Diklat ?

2. Apakah Bapak/Ibu telahg pernah mengikuti Diklat ? jika pernah, Diklat apa saja ?

3. Apapengaruh Diklat bagi Bapak/Ibu dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara ?

4. Apakah seluruh PNS yang ada pada Bandiklat lubuklinngau telah diberikan kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengikuti Diklat?

5. Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Diklat kepada PNS pada
Bandiklat lubuklinggau 7

6.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah sudah banyak PNS pada Bandiklat yang telah
dipromosikan ?

7. Apakah Bapak mengetahui berapa jumlah PNS pada Bandikat lubuklinggau tersebut yang
telah dipromosikan ? )

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah PNS di Bandiklat lubuklinggau tersebut yang telah diprmosikan
dinilai memang pantas dan layak untuk dipromosikan ?

9. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan sehingga PNS tersebut dinilai layak untuk
dipromosikan ?

10. Apakah seluruh PNS yang ada di Bandiklat lubuklinggau telah diberikan kesempatan untuk
bersaing secara sehat agar dapat dipromosikan ?

11. Apa-apa saja yang mejadi faktor penghambat dalam pemberian promosi kepada PNS di

A

Bandiklat lubuklinggau ?
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Wawancara Widyaiswara Muda
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Wawancara dengan Widyaiswara Madya
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Wawancara W! Pertama
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Wawancara Dengan kasubid
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Wawancara dengan kasubid
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Ruang Kelas Belajar
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Ruang Olahraga
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Ruang Bidang Diklat Fungsional
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Ruang Kesehatan
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Wawancara dengan Staf
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Ruang Perpustakaan
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Ruang dan Staf Sekretariat
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Ruang Diklat Struktural
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Ruang Widyaiswara
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasioanal untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum,
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang
merupakan unsur aparatur negara yang brtugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan
secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan
tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya
meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan ¢ tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN
1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah
sebagai berikut:
1. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

5. Iabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan
kepaniteraan pengadilan.
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8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang
meliputi perencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian.”

2. Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:
BABII
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI NEGERI
Bagian Pertama
Jenis dan Kedudukan

Pasal 2
(1) Pegawai Negeri terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(3) Di samping Pegawal Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat
mengangkat pegawai tidak tetap.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebgai unsur aparatur negara yang bertugas utntuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai negeri harus netral dari
pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 4
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

3. Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1) Setiap Pegawai Negeriu berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan
tanggung jawabnya.
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin
kesejahteraannya.

(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.”

4. Judul Bagian Keempat BAB II dan Ketentuan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keempat
Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Pasal 11

(1) Pejabat Negara terdiri atas:

a. Presiden dan Wakil Presiden;
Ketua, Wakil Ketua, dn Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil
Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar

eo o

o omo
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k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama
menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan
organiknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat
diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

5. Judul BAB 111, Ketentuan Pasal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB 111
MANAIJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Tujuan Manajemen

Pasal 12

(1) Manajemn Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui
pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi
kenja.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Manajemen

Pasal 13

(1) Kebijaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengangkatan, peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan,
pemb erhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.

(2) Kebijaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada
Presiden selaku kepala pemerintahan.

(3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

(4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari dua anggota tetap yang
berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) anggota tidak tetap yang kesemuanya
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio
menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Komisi Kepegawaian Negara bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.”

6. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15
(1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
(2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis,
sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.”

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

"(2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi
Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.”

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yakni pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16A
(1) Untuk mempertancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat
mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang
menunjang kepentingan Nasional.
(2) Persyaratan, tata cara dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."”

9. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20
Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja."

12. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat
diadakan perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja.

Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
a. atas permintaan sendiri;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. perampingan organisasi pemerintah; atau
d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri
sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :
a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpabl/janji jabatan selain pelanggaran
sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD
1945, Negara dan Pemerintah; atau
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari
4 (empat) tahun.
(4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat karena :
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
a. melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada
Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam
kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
¢. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabtan.

Pasal 24 :
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan
tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

(1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.

(2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen,
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kelima
Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin
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(1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib
mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakantugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
Negeri Sipil, serta akan scnantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya
rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara."

[3. Ketentuan pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
(1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31
(1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningktkan
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari
tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri
Sipil.

(3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil
wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.

(4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah
menanggung subsidi dan iuran.

(5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, kefuarganya berhak memperoleh bantuan.”

14, Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk
Badan Kepegawaian Negara.

(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian,
mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan
teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34 A
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian
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16. Ketentuan Pasal 35 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35
(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

17. Judul BAB IV dan ketentuan pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB IV
MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37
Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota K epolisian Negara Republik Indonesia, masing-

masing diatur dengan Undang-undang tersendiri."”

Pasal Il
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGA RA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 169
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

. UMUM

1. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada
kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasioan| yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern,
demokeratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan
merata kepada masyarakat dengan dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan undang-
undang Dasar 1945.

2. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah, Pegawai Negeri
berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara
profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeni Sipil perlu dilakukan dengan
sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada kepaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Pegawai
Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan
berkompetisi secara schat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem
prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan Pegawai
Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga
diperhatikan sistem karier.

4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan
prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program
kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik
Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Spil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut,
diharapkan akan diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping
memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula
mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.

5. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong
desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan
desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai
Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasioanal dalam
setiap unsur manajemen kepegawaian.

6. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin
keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian,
pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat
dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

7. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam Undang-undang ini
ditegaskan bahwa pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja
dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang
adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas
prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan
dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem
penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau
kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem
skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat,
tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya
tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian
ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan
sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang
berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung
jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan
pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.
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maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

9. Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai
Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri
Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.

10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara
obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri
Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.

11. Untuk dapat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu
mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal l

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan undang-undang.

Hurufc

Ketentuan mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat ialah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota,
Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau
dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran
dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar
pegawai negeri maupun antara pegawai negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Urutan pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan
dari pejabat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hakim pada Badan Peradilan adalah hakim yang
berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Ayat (2}

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pejabat negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu

dilaksanakan pembinaan Regawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem

karir yang dititikberatkan pada sistem kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap

kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,

maka sistem pembinaan karir yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karir tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari

Departemen / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang satu ke Departemen / Lembaga / Propinsi / Kabupaten /

Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas membantu

Presiden dalam :

a. Merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian;

b. Merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan

¢. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara objektif, maka kedudukan Komisi adalah independen.

Ayat (4)

Anggota tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf

senior dari badan kepegawaian negara, sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari

departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian

yang diperlukan oleh Komisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk melaksanakan

tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan

berdasarkan beban kerja suatu organisasi.

Ayat (2)

Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan

macamrmacam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hakhal lain

yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 16

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat objektif yang

telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Pasal 16 A

Ayat (1)

Pengangkatan langsung menjadiPegawai Negeri Sipi), dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang

dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah

jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karir

dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan sutruktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah

jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas

disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter,

pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan mngkat adalah kedudukan yang
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Yang dimaksud dengan syarat objektif lainnya antara lain adalah displin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman,
kerjasama dan dapat dipercaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan
kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama
bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Pasal 23

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.

Ayat (2)

Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh pemerintah atau hal-hal lain yang dapat
mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Ayat (3)

Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau

memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (4)

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan
pengabdiannya.

Ayat (5)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.

Pasal 24

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib
melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara
dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila pemeriksaan oleh yang
berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut

direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung
pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf c.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi

norma, standar dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh karena itu

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengucapan sumpah/jan;ji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;

b. diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan

d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha” untuk penganut agama Buddha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar

terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan jabatan
meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditas, penilaian,
dan pengawasan.
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- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan

- membina dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan

- membina karier Pegawai Negeri Sipil.
Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan
pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:

- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adlah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon
Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;

- Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan §n service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34 A

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya

banding administratit ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38%)
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NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAl NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk

mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi Jjabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan;

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur vyang memiliki
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian
dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan
pengembangan wawasan Pegawal Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawal Negeri Sipil secara
menyeluruh;

c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil mengacu pada
kompetensi jabatan;

-

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali
ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

{Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawail Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan Pegawal Negeri Sipil.

2.

Negara
dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuali dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3.

Calon Pegawail Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga

Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Ncmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun

1999.

4.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung Jjawab,

file //F}/Peraturan_perawran/Kumpulan¥%20Peraturan%20Pemerintal/pp101-2000.htm (I of 8) {27/05/2009 20:15:18]

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



file ///Fi/Peraturan_peraturan/Kumpulan®%20Peraturan%20Pemerintah/pp101-2000.htm

wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

42525.pdf
5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, .Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden,
Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Gubemur dan Bupati/Walikota.

6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali
adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab
atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta
pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Dikiat.

8. 1Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang
bertanggung Jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. MWidyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagal pejabat fungsional oleh
Pejabat vyang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk
mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

LY
10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan
Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.

BAB I1I
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2
Diklat bertujuan

a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagail pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat:

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan
yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesual
dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III
JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4
Jenis Diklat terdiri dari
a. Diklat Prajabatan;
b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

(1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

(2) Diklat Prajabatan terdiri dari
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a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;

b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;

c. Diklat Prajabatan Golongan III Pntuk menjadi PNS Golongan III.
Pasal ©

(1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2
(dua) tahun setelah pengangkatannya sebagal CPNS.

(2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai
PNS.

Pasal 7
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara,
bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan
perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 8
(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS .agar dapat melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis.

Pasal 9
Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah vyang
sesual dengan jenjang Jjabatan struktural.

Pasal 10

Diklatpim terdiri dari

a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon
Iv;

[y

b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon
II1I;

c. Dikaltpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon
IT;

d. Dlklatpim Tingkat 1 adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.
Pasal 11

(1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

(2) Jenis dan Jjenjang Diklat Fungsional wuntuk masing-masing Jjabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi
Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapal persyaratan kompetensi teknis
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(2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan
secara berjenjang.

(3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
A
BAB IV
PESERTA DIKLAT
Pasal 13
Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.

Pasal 14

(1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Struktural.

(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan
mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

Pasal 15

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Fungsional tertentu.

Pasal 16
Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi
teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 17
(1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
(2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan
melibatkan pengguna 1lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni

Diklat, serta unsur ahli lain.

(3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh 1Instansi
Pembina.

(4) Kurikulum Diklat Fungsiocnal ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional. *

(9) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang
bersangkutan.

Pasal 18
Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang
dewasa.
BAB VI
TENAGA KEDIKLATAN
Pasal 19

Tenaga kediklatan terdiri dari
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a. Widyailswara;
b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
c. Tenaga kediklatan lainnya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT
Pasal 20

(1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan
jumlah peserta Diklat. .

(2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana
Diklat.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN DIKLAT
Pasal 21
(1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
(2) Penyelenggaraan diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.

(3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan
pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan
sistem jarak jauh.

Pasal 22

(1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah vyang
terakreditasi.

(2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II
dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

(3) Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat
vang terakreditasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 23
Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masingmasing.

BAB X

1)
PENGENDALIAN DIKLAT
Pasal 24

Instansi Pengendali bertugas melakukan:
a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;
b. pengawasan standar kompetensi jabatan;
c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
Pasal 25
Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara

periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat
vang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.
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BAB XI

PEMBINAAN DIKLAT
Pasal 26

(1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara
keseluruhan.

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

penyusunan pedoman Diklat;

bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;

bimbingan dalam penyelenggaraam Diklat;

standarisasi dan akreditasi Diklat;

standarisasi dan akreditasi widyaiswara;

pengembangan sistem informal Diklat:

pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;

. pemberian bantuan teknis melalul konsultansi, bimbingan di tempat kerja,
kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

oQ H O Q00T

Pasal 27
Pejabat pembina kepegawaian melakukan

a. ldentifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai
dengan kebutuhan instansinya;

b. evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi Jjabatan
serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

Pasal 28

(1) Pembinaan Diklat Fungsional dildaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

(2) pPembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

penyusunan pedoman Diklat;
pengembangan kurikulum Diklat;
bimbingan penyelenggaraan Diklat;
evaluasi Diklat.

00 0w

Pasal 29

(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang
bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

(2) pPembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a.penyusunan pedoman Diklat:
b.pengembangan kurikulum Diklat;
c.bimbingan penyelengaraan Diklat;
d.evaluasi Diklat.

1

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijaksanaan
nasional bagi pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan

Pejabat Politik, diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional
(PEN} oleh Instansi Pembina.
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Pasal 31 P

(1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula
oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari
negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dalam Diklat yang diselenggarakan
di luar Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi

Pembina.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
(1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan
Pemerintah ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebelumnya:*
(2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan 1lulus Diklat Dalam
Jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai
berikut
a.Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;
b.Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III;
c.Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II;
d.Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I.
(3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah

mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

fasal 33
Ketentuan lebih lanjut vyang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini diatur oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina, dan

Instansi Penyelenggara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuail
dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia. "

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

Kem '
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2002

“ TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil,
dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dengan Peraturan
Pemerintah;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokck Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daeraft
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165),

. Peraturan Pemerintah Nomoi 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
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Negara Nomor 4018),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Neggri Sipil Dalam Jabatan Struktural diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3
(1) Eselon tertinggi sampai dengan esefon terendah dan jenjang pangkat
untuk setiap eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penetapan eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

(3) Penetapan eselon V dilakukan sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

(4) Penetapan eselon V sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. kebutuhan orgapisasi;
b. rentang kendali;
c.  kondisi geografis,;

d. karakteristik tugas pokck dan fungsi jabatan yang berhubungan
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural
harus mengikuti dan luius pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai
dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi
jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan olgh instansi pembina dan instansi pengendali serta
dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut."

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7 A, yang
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7 A
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Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan

struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2
(dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.”

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

"Pasal 16
(1) Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah pejabat eselon | dan
pejabat eselon Il yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan anggota pejabat eselon | lainnya.

(2) Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) pejabat eselon |, Ketua dan

Sekretaris Baperjakat adalah pejabat eselon |l dan pejabat eselon I yang secara
fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota pejabat
eselon 1. '

(3) Ketua Baperjakat instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi
dengan anggota para pejabat eselon 1, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon

IIl yang membidangi kepegawaian.

(4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon I, dan Sekretaris dijabat

oleh pejabat eselon Il yang membidangi kepegawaian.

(56) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.”

Pasal Il
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya qa!am Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. R

BAMBANG KESOWO
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan |

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAM PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL

[. umum

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperfukan Pegawai Negeri Sipil yang netral,
mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional, dan bertanggung jawab da
melaksanakan tugas serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil periu diperhatikan kualitas profesionalisme
dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil tersebut, sistem pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam. jabatan struktural yang ada selama ini berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabat
Struktural, perlu untuk disesuaikan kembali agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyaraki
dimaksud.

Penyempurnaan sistem pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural meliputi
pengaturan kembali mengenai eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah Pegawai Negeri
Sipil, pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan struktural untuk menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dan keanggotaan
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Pasal 3
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7A
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal Il

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4194

LAMPIRAN
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Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

No Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/Ruang Pangkat Gol/Ruang
1 la Pembina Utama /e Pembina Utama Vie
2 Ib Pembina Utama Madya v/d Pembina Utama IVie
3 Iia Pembina Utama Muda Wic Pembina Utama Madya V/d
4 b Pembina Tingkat | /b Pembina Utama Muda Vic
5 llla  Pembina IV/a Pembina Tingkat | (Vib
6 b Penata Tingkat | /d Pembina IV/a
7 IVa Penata . /e Penata Tingkat | Hi/d
8 W b Penata Muda Tingkat | /b Penata e
| 9 v Penata Muda \/a .Penata Muda Tingkat | /b
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWAT!I SOEKARNOPUTRI
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 APRIL 2002
Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
No Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/Ruang Pangkat Gol/Ruang
1 la Pembina Utama Vie Pembina Utama V/e
2 b Pembina Utama Madya V/id Pembina Utama /e




3 ifa
4 b
5 Il a
6 b
7 IV a
8 Vb
9 Va
10 Vb

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat |

Pembina

Penata Tingkat |

Penata

Penata Muda Tingkat |

Penata Muda

Pengatur Tingkat |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal
62 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan ....
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Lubuklinggau.

5. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau.

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah  Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPTB adalah unsur pelaksana opecrasional di lingkungan
Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...
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BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur
pendukung tugas Walikota di bidang Pendidikan dan
Pelatihan.

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Pendidikan dan Pelatthan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Pendidikan dan Pelatthan dan
melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan

pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan
pelatihan;

¢c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
dan pelatihan;

d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang
pendidikan dan pelatihan;

e. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Badan (UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai
tugas pokok dan fungsinya.

BAB...
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program Data dan Informasi;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendidikan dan  Pelatihan Struktural,
membawahkan :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; dan
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

d. Bidang Pendidikan dan  Pelatthan  Fungsional,
membawahkan :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan
Penjenjangan; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, membawahkan:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi
Pemerintahan; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatthan Manajemen
Publik.

f. UPTB; dan
g Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan
melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang
Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian...
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan
urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok
seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan  ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
dan ' ' " '

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9
{1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian berdasarkan langkah-langkah

operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan pengadministrasian naskah dinas yang
masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;

d. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam
menata maupun membersihkan ruangan dan
lingkungan agar terasa nyaman dan sehat dalam
melaksanakan tugas;

e. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan
perlengkapan kantor, asrama dan kelas untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f.mengontrol...
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f. mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan
kantor, asrama dan kelas pada jam dinas maupun
diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan
prasarana gedung/kantor;

g mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai
sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi
pembinaan disiplin pegawai dan pembayaran beban
kerja;

h. mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam
rangka penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan,
pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami,
Asuransi kesehatan, Tabungan Pensiun dan Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan agar tersedia
data usulan yang valid;

i. menyusun dan/atau mengkoreksi bahan usul
kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai
sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;

j. mempersiapkan administrasi, usul pengangkatan
dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan mode] C
pegawai serta penetapan angka kredit pejabat
fungsional dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar
tercipta tertib administrasi kepegawaian;

k. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap staf yang membawahinya, menilai
prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai bahan peningkatan karier sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional
dan bermoral;

1. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
unit/instansi atau lembaga terkait untuk
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

m. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian serta pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan sesuai dengan sumber data yang ada
sebagai bahan masukan atasan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

{2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
berdasarkan langkah-langkah kesekretariatan dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data
yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

C. menyusun...
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c. menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran
pendapatan dan belanja Badan agar terwujud
pengelolaan  keuangan yang transparan dan
akuntabel;

d. meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan
pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian
penerimaan sesuai target;

¢. memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran
Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel ;

f. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap staf yang dibawahinya, menilai
prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai bahan peningkatan karir sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional
dan bermoral;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
unit/instansi atau lembaga terkait untuk
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. membuat laporan keuangan, laporan bulanan dan

" tahunan Sub Bagian Keuangan serta pelaksanaan
tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

(3) Sub Bagian Program Data dan Informasi mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan
berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan
diklat, masukan dari bidang-bidang dan sekretariat
serta hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas ;

b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan
Badan dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang
serta unit Kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

d. mengontrol dan melaksanakan penyusunan dan
penjabaran program agar tersusun program dan
kegiatan yang akomodatif;

e. melakukan...
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melakukan pengumpulan dan pengolahan serta
menganalisa data agar tersedia data base dan Sistem
Informasi Diklat dalam rangka pengembangan
kegiatan diklat;

melakukan dan mengentrel dokumentasi, pengelolaan
kearsipan data dan referensi sesuai dengan ketentuan
agar tersedia sumber data dan informasi yang valid
sebagai pendukung kelancaran penyelenggaraan
kegiatan administrasi dan diklat;

melakukan analisis kepegawaian, penyusunan dan
pengusulan formasi jabatan, serta melaksanakan
analisis kebutuhan diklat pegawai baik diklat
struktural, teknis maupun fungsional agar tersedia
sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan;

melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan,
monitoring terhadap pegawai tugas belajar dan ikatan
dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang lainnya;

melakukan penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja
Pemerintahan, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Daerah dan
pelaporan kinerja lainnya sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya, menilai
prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai bahan peningkatan karir sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
tercipta pegawai negeri sipil yang handal, profesional
dan bermoral;

melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
unit/instansi atau lembaga  terkait untuk
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub. Bagian

Program, Data dan Perpustakaan serta laporan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan
sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

n.melaksanakan...

42525 pdf



42525 pdf

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pasal 10

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas
pokok yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan Diklat Teknis
Administrasi Pemerintahan dan Diklat Manajemen Publik
melalui penyiapan bahan pembinaan program, pelajar,
tenaga pengajar dan kualifikasi calon peserta pendidikan dan
pelatihan teknis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan teknis;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan teknis;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan
teknis;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pendidikan dan pelatihan teknis;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang
pendidikan dan pelatihan teknis; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi
Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan
Administrasi Pemerintahan berdasarkan langkah-
langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan...
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c. menyiapkan materi pelajaran berupa buku paket dan
modul agar diperoleh materi yang bermutu sesuai
kebutuhan diklat; '

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar diklat
administrasi pemerintahan agar pelaksanaan diklat
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

e. mengkoordinir dan menginventarisir kegiatan
bimbingan teknis, Workshop, dan sosialisasi
administrasi pemerintahan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau agar tercapai efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan diklat sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan;

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral,;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Administrasi serta laporan tugas kedinasan lainnya
berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Publik,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan
dan Pelatthan Mahanjemen Publik berdasarkan
langka-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan materi pelajaran berupa buku paket dan
modul agar diperoleh materi yang bermutu sesuai
kebutuhan diklat;

d.menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar diklat
Manajemen agar pelaksanaan diklat sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan,; )

e. mengkoordinir...
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e. mengkoordinir dan menginventarisir  kegiatan
bimbingan teknis, Workshop dan sosialisasi
manajemen publik dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

h.membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Manajemen Publik serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pasal 13

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai
tugas pokok yaitu merencanakan operasional,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan
dan pembinaan peserta Diklat Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar terwujud pola pengembangan aparatur sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan struktural;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan struktural;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan
struktural;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
di bidang pendidikan dan pelatihan struktural;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan...
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f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang
pendidikan dan pelatihan struktural; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a.menyusun rencana Kegiatan Sub Bidang Diklat
Prajabatan berdasarkan langkah-langkah operasional
bidang dan memperhatikan evaluasi tahun
sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas;

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi
peserta diklat sesuai kualifikasi, usia dan golongan
agar pelaksanaan Diklat berjalan lancar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan;

d.menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, golongan II,
golongan III, tenaga pengajar dan rencana anggaran
pelatihan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
waktu yang direncanakan;

e.menyusun rencana pendidikan dan pelatihan
prajabatan sesuai dengan jadwal, memantau dan
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
agar Kegiatan berjalan dengan baik sesuai jenjang
kualifikasi;

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan

instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

h.membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Diklat Prajabatan serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang...
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(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat
Kepemimpinan berdasarkan langkah-langkah
operasional bidang dan memperhatikan evaluasi tahun
sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas;

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi
peserta diklat Kepemimpinan berdasarkan kualifikasi:
kepangkatan dan golongan, tanggal mulai tugas calon
pegawai negeri sipil, usia serta jabatan berdasarkan
peraturan yang berlaku agar diperoleh calon peserta
Diklat yang sesuai dengan standar kualifikasi yang
dipersyaratkan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan
kepemimpinan, tenaga pengajar dan rencana anggaran
pelatihan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
waktu yang direncanakan;

e.menyusun rencana pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jadwal, memantau dan
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana
yang telah ditetapkan;

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

h.membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Diklat Kepemimpinan serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pasal...
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Pasal 16

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai
tugas pokok mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan diklat fungsional meliputi Pendidikan dan Pelatihan
Dasar, Penjenjangan Fungsional, Pendidikan Kader serta
Pendidikan dan Pelatthan Fungsional Substantif melalui
penyiapan bahan pembinaan program, pelajaran, tenaga
pengajar dan kualifikasi calon peserta pendidikan dan
pelatihan fungsional sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai
dengan kompetensi fungsional yang dibutuhkan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan fungsional;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan fungsional;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan
fungsional,

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang
pendidikan dan pelatihan fungsional; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatthan Dasar dan
Penjenjangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat Dasar
dan Penjenjangan berdasarkan langkah-langkah
operasional bidang dan memperhatikan evaluasi tahun
sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi

peserta agar diperoleh calon peserta yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran diklat;

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar,
kurikulum dan perlengkapan diklat agar pelaksanaan
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

e. melakukan...
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e. melakukan pengawasan pelaksanaan diklat
menyangkut kehadiran peserta, tenaga pengajar dan
hal penting yang memerlukan tindak lanjut guna
terselenggaranya diklat dengan tertib dan lancar sesuai
tujuan yang ditetapkan;

f. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Diklat Dasar dan Penjenjangan serta laporan tugas
kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai
bahan masukan atasan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Substantif
berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan
memperhatikan evaluasi tahun sebelumnya agar
terwujudnya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
tugas,;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapainya efektifitas
pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan melaksanakan mekanisme seleksi
peserta agar diperoleh calon peserta yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran diklat;

d. menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar,
kurikulum dan perlengkapan diklat agar pelaksanaan
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

e. melakukan pengawasan pelaksanaan diklat
menyangkut kehadiran peserta, tenaga pengajar dan
hal penting yang memerlukan tindak lanjut guna
terselenggaranya diklat dengan tertib dan lancar
sesuai tujuan yang ditetapkan,;

f. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

h. membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang
Substantif serta laporan tugas kedinasan lainnya
berdasarkan sumber data dan kegiatan yang dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
dan

i. melaksanakan...
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i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 19

(1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Badan di lapangan.

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

UPTB mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan sebagian tugas Badan; dan

b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

UPTB dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai
dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

(S) Kelompok...

-16 -
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(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. D

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendidikan dan Pelatihan di cabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.S.N.PRANA PUTRA SOHE
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 53

==, Salinan sesuai dengan aslinya
2 .KEPALA BAGIAN HUKUM

4707 ASRON ERWADI,SH.,M.Hum
= PEMBINA/IV.a .
NIP. 19660806 198803 1 004
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PRESIDEN
REPUBLIK INDORESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melakdanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam
meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerat
Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu
unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang
perflu mengatur kembali ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimane
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890),

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega!
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Momor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 72, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah d.
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipit yang gajinya dibebankan pa
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan
Agung, Kesekretariatan lLembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator,
Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerint:
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika
Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon | d:
bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, a
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan r
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintal
Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Len
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan bu
merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kgpegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengar
memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanake
tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang mener
perbantuan.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai
dasar penggajian.

Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketent
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jaw
wewenang, dan hik seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB I

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI! NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pusat di lingkungennya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
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Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya

memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
" Pasal 3
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan :
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipi
Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 4

M
Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri
Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
tewas atau cacat karena dinas.

(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau memberi kua
kepada pejabat lain di lingkungannya.

[

BAB Il
KENAIKAN PANGKAT
Pasal 5

M
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri
Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama
Madya golongan ruang I1V/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah men
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2)
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepac
Presiden, oleh :

[}

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi; dan

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur.

(3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tembusannya
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Neyara.

Pasal 6

(1)
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru
Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b.

2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
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Pasal 7

(0
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkunganny:
untuk menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat
golongan ruang 1V/b.

(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ¢
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kot
untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b.

(3) '
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkunganny
untuk menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat |
golongan ruang Ill/d.

(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di tingkungannya.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan ¢
pengabdian.

Pasal 10

M
Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenail
pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah u
menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat | golongz
ruang IV/b.

@)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11
Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari jabatan struktural eselon |, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain
yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Preside:
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon [ di fingkunga
Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 12

(1)
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Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemﬁwdahan, d

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan
struktural eselon Il ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari jabatan struktural eselon (Il ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu. +

Pasal 13

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpin:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dai

jabatan struktural eselon !l ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingk
dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

2)
Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dal:
Negeri.

3) '
Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jab:
Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenu!
syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.

(4)
Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan perr
persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5)
Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam aya
dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon d
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6)
Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis
oleh Menteri Dalam Negeri.

(7)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendefegasikan sebagian
wewenangnya atau *‘memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi
dalam dan dari jabatan struktural eselon llJ ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu.

Pasal 14
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setefah mendapat persetujuan d:
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
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pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan da
jabatan struktural eselon |l di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dal
jabatan struktural eselon Il ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya seting
dengan jabatan struktural eselon I ke bawah di lingkungan Pemerintah Dae
Kabupaten/Kota.

(2)
Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat strukt
eselon Il sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dilakukan
setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

3)
Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalar
jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.

(4)
Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajuk
permintaan  persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

(5)
Konsuitasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan d
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon Il sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) ,
Hasil konsuitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.

(7)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional
yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 15
Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi,
Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktu
eselon || Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 16

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;

b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga,;
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Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi; dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota
Propinsi lainnya.

(2)
Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

3)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya
memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 17
(1) Pejabat Pembina Keb‘egawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan :
Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

(2)
Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

(3)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya
memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri
Sipil  yang menduduki jabatan struktural eselon |, jabatan fungsional Jenjang Utama atau
jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden,
pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan struktural eselon | di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 19

(1)
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang menduduki jabatan struktur:
eselon || ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa Kkepada pejabat lain  di lingkungannya un
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
menduduki jabatan struktural eselon lll ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu.

Pasal 20
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi;
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pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon 1l ke bawah, dan jabatar
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mende-legasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya un
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon Il ke bawah atau jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 21
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di

lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon Il ke bawah dan jabatan
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya un
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kot:
yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAU CALON PEGAWAI| NEGERI SIPIL

Pasal 22
Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama M:
golongan ruang IV/d dap Pembina Utama golongan ruang [V/e.

Pasal 23

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untul
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat |
golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.

(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat ¢
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat | golongan ruang Hi/d ke bawah.
Pasal 24
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat
untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42525 pdf
| goiongan ruang [V/b ke bawah di lingkungannya.

(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan Propinsi,
untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat |
golongan ruang Hl/d ke bawah.

Pasal 25
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

pemberhentian Pegawai Negeri Sipit Daerah Kabupaten/ Kota yang berpangkat Pen:
Tingkat | golongan ruang lil/d ke bawah di lingkungannya.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat

Pengatur Tingkat | golongan ruang !l/d ke bawah.

Pasal 26

Pejabat

Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dar
Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewa:
meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun.

Pasal 27

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun
bagi Pegawai Negerj, Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pemt
Tingkat | golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas,
dan mencapai batas usia pensiun.

(2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat
termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil
meninggal dunia.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya a
memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB Vil
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28
(1) Presiden  melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan  per:

perundang-undangan di bidang kepegawaian.

"
(2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat
Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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(3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan penge
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasi dengan :
Pejabat Pembina‘Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat;
Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya.
Pasal 29
Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian,
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Ne
mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 30

(1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat
dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
peringatan;
teguran;
pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.

(3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku seje
tanggal ditetapkan.

(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala
Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan
kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

" Pasal 31
Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pendelegasian wewenang atau pemberian Kkuasa untuk pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP
. Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Bade
Kepegawaian Negara.

Pasal 35
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkate
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

b. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasa
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36
Peraturan Pemerintah iai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ir
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWAT| SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubz
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sest
dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan
Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnakan kembali ketentua
mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipii.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasas
kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana tel
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dg
meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang
dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil
dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabu-paten/Kota yang satu ke
Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk mendud
jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Neger
merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris
Daerah Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekreta
Daerah Kabupaten/ Kota serta pejabat struktural eselon |I pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pen
Kepegawaian Daerah Propinsi. Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewt
pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya
manusia aparatur agar sesuai dengan persyaratan jabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah
secara berjenjang khususnya pembinaan karier kenaikan pangkatnya. Dengan demikian tetap terdapat
hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi indut
Namun demikian, dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, me
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan
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oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya, maka gajinya tetap menjz
beban instansi induknya dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawa:
instansi induknya.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali
pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesekretariatan
lembaga kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara. Pada saat in

kesekretariatan lembaga kepresidenan dimaksud yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretari
Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Dengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan
bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, misainya Sekretariat
Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingku
masing-masing.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian yang terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)
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Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinte
Kabupaten/Kota dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dal
kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon | antara lain Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain
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Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Propinsi berdasarkan pertimbangan dari Tim yang antara lain terdiri dari unsur Departemen Dalam
Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 14 "

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukuip jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejab
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Instansi Daerah Propinsi.

Ayat (7)
Cukup jelas
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Pasal 15

Cukup jelas s
Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas "

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adaiah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng:
hormat, antara lain karena :

8

a. atas permintaan sendiri;
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b.  meninggal dunia;

¢.  hukuman disiplin;

d. perampingan organisasi pemerintah;
e. menjadi anggota partai politik;
f.  dipidana penjara;

g. dinyatakan hilang;

h.  keuzuran jasmani;

i.  cacat karena dinas;

J.  tewas;

k.  mencapai batas usia pensiun.
Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a *
Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng:
hormat, antara lain karena :

a.  atas permintaan sendiri,

b.  hukuman disiplin;

c. perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;

e. dipidana penjara; *

f.  dinyatakan hilang;

g.  keuzuran jasmani.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam

8-
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pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng:
hormat, antara lain karena :

a. atas permintaan sendiri;

b.  hukuman disiplin; .

¢c.  perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;

e. dipidana penjara;

f.  dinyatakan hilang;

g.  keuzuran jasmani.

Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalan
kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) «

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak deng:
hormat, antara lain karena :

a. atas permintaan sendiri;

b.  hukuman disiplin;,

¢c.  perampingan organisasi pemerintah;
d.  menjadi anggota partai politik; .

¢. dipidana penjara;

f.  dinyatakan hilang;

g.  keuzuran jasmani.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
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Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalam ketentuan i
sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Mekanisme pengawasan dan pengendalian administrasi kepega-waian dan karier pegawai di wilayah Propins
diatur febih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipii yang
ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berlaku surut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5) D
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenti
Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan
tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain.
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Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Nege:
Sipll, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat ye
berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dimaksud, tidak
dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35 “
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4263
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